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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan
dukungan administrasi Staf Khusus Pimpinan Dewan
Perwakilan Daerah  Republik Indonesia, perlu
melakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 17
Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
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Menetapkan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I
Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Presiden Nomor 17
Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
diberikan paling tinggi setingkat dengan Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya atau jabatan struktural Eselon I.b.
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Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



